WALIKOTA LUBUKLIN GGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR ‘B0 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN STAF AHLI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerje Sekretariat Daerah telah diatur
dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota
Lubuklinggau;

bahwa berdasarkan Feraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Staf Ahli Kota Lubuklinggau perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Staf Ahli Kota Lubuklinggau;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor &7, Tambahan

Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang }



Menetapkan

Ul

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones.a Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengacaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pen}erint.ah di lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kab‘.upaten,/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1543);

Peraturan Daerah Kotz Lubuklinggau Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 31 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDJKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN STAF AHLI KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal }



Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturen Walikota Lubuklinggau Nomor

31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf

Ah

iall

i Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Tahun 2016 Nomor 31), diubah sehingga menjadi sebagal

berikut:

1.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 48

Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa merupakan Kepala UKPBJ dan melaksanakan
sebagian tugas Bagian Pembangunan di Bidang

Pengendalian dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketentuan Pasal 49 point b diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 49

Sub Bagian Pengendalian dan Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk
teknis di bidang pengendalian dan layanan pengadaan
barang/jasa,;

b. melaksanakan .pengelolaan pengadaan barang/jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

¢. merencanakan dan menviapkan pembinaan, supervisi,
pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian
dan layanan pengadsan barang/jasa;

d. merencanakan dan menyiapkan bahan koordinasi
pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang
pengendalian dan layanan pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan

Fasa!}‘.....

¢

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LSS ]



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, \7 Dearlper - 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRAKA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal, 17 Oeseaber 20

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HENDRI HERMANI, S.H., M.Hum
NIP. 19711027 200312 1 002



